INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD 2024-2026

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

Komplela Kanlor Gubemur, Jalan. Boa 8iu Dok 2 Bewah Jayapurs, Papua.
Emall : hoapproanelpapun244Romall.onm

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA
NOMOR :100.3.3.4/46/BPAP/24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN
2024-2026

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan
pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No.
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utame di Lingkungan Instansi
Pemerintah, dan PERMENPAN
NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indlkator Kinerja Utama, dan dalam rangka
peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja,
perlu menetapkan indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
SETDA Provinsi Papua.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka periu ditetapkan
Keputusan mengenal penetapan Indikator Kinerja Utama
(key perfomance Indicators) Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua
dengan Keputusan Kepala Biro;

Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepolisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepolisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tatacara Reviu atas Laporan Kinerje Instansi Pemerintah;

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Republlk Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/
11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Gubemur Papua Nomor .5 Tahun 2023 tentang
RPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Gubemur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsli
Seria Tata Kerja Seluetariat Daerah Provinsl Papua.
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Bahwa Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Seida Provinsl Papua tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
KEDUA : IKU Biro Perekonemian dan Administrasi Pembangunan ini menjadi
acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setlap Tahun
Anggaran berjalan;
KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannye Surat Keputusan ini
dibebankan kepada Dokumen Pelaksanean Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Setda Provinsl Papua.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetaplkan sampai
dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhimya RPD Provinsi
Pepua dan masa berakhimya Renstra Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua.
Diletapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : Aprii 2024
BIRO,
\ I : 4
D1 JP., M.SI
“PEMBINA TK. |
NIP. 19740129 200012 1 002
Tembusen d/sempalkan kepade Yih:
1. Gubemur Papua ( sebagal laporan ),
2. Inspektur Provinsl Papue di Jayapurs;
3. Kepala BAPPERIDA Provinal Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran.................
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KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONCIAN DAN ADMINSTRACI
PEMABNGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA

NCOMOR TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERA

SHEATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRAS] PEMBANGUNAN SETCA PROVINSI PAPUA
Periode 2024-2026

ria Organses Biro Perekonomian dan Admunistrasi Pembangunan Setlda Provienw Pagus

&5 Pok Merumuskan dan mengkoordinasikan kebij2kan daerah, pengoordin2san j<lesse asn W3as
perangkal daerah pemantauan dan evaluasi pelaksaraan kebgaian 9 DCang selyenan
perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Mtk Daeran Badan Layaren Umues Doeran
dan administrasi pembangunan pembangunan daerah

a. perumusan program kerja di bidang perekonomian dan admurman jertanguran,

b. perumusan kebijakan pemernintah daerah di bidang xebyakan jerskoncrmaan, suber Jays
alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Cseran dan admwoyas
pembangunan daerah;

¢. penyelenggaraan kegiatan urusan pemennlah provins & Dedang wedjaxdn pevporoTian
sumber daya alam dan Badan Usaha Miik Daerah Sacan Layarar Usum Daerss fan
administrasi pembangunan daersh

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kebgakan perckonomian sumber 23ya dar fan Jadan
Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan adm nusvas pembangunan faemas

a. pembinaan dan pengawasan lerthadap penyeienggaraan wgas dan ‘ungs: o Mdang
penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonoman sumber Saya sam SLALD JLLD
dan administrasi pembangunan daerah

f pemantauan dan evaluasi pelaksanasn kegialan daeran Wi Al Dencapaan wud” el anan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengani pencapaan Luan wiyasan,
serta penyelenggaraan monitoring, evaluas: dan laporan terhada) pesksanasn gas Jan
fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, Bacan Usaha Mix Daerad zan Sadan
Layanan Umum Daerah, pengendalian admanisiras pelaksanasn pombangunay daedsh
pengendalian adminisirasi pelaksanaan pambangunan wisyah, sedta pelasoran pelassansan
pombangunan sesuai ketenluan pecaluran perundang-undangan. dan

g. pelaksanaen fungsi tain ¢ bidang perexonomian dan admnstas: perlanguosn yang
diserahkan oleh Gubemur, Sakretans Dasiah alau Asslen Pereaonoraan Ja0 Pemdangunan

eainr Kavena Ulrama (KU
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T 'NO ' Sasaran/Masil/ Indikator Kinerja Utama PenjelasarVAlasan/Formulasi Perhitungan  Penanggung  Sumber Data
1. Me ningkatnya Persemtase perumusan | Formulasi. Kepala Bagian  Pengolahan

perekonomian daerah  kebijakan daerah dibidang Kebjakan | data kebijakan
melatui kebijakan dan konomian yang Realisast Koordinas{ penyusunan kebijakan Perekonomian = dan rumusan

Rxoa..nanu:v.e:a n&n::ﬁ: _ 5:.2:. nsinahaaako:g:n: x:...o* .,m
perekonomian yang ! ﬂh«aa Roo&:S: Penyusunan Kebifakan |

dihasilkan

rah dibidang perekonomian

| Ketorangan

| Biro Perokonormian dan Adm Pembangunan memfasitasi

| proses %Egro?g&s:so&!ﬂ%:
~ yang merupakan amanal Pemorintah Pusat uniuk

ggigggxgg

SN S _—— i iy ; M L.
2 Meningkatnya Persentase jJumlah BUMD | Formulasi: | Kepala Bagian . Pengolahan
Koordinasi Pembinaan, dan BLUD yang berkinerja | | BUMD, BLUD | data BUMD
minitoring dan baik _ A\Rﬁig BUMD dan BLUD yang UNﬂk:nﬂan g&v % 100% . dan SDA i dan BLUD
evaluasi penyusunan | Total Jumlah BUMD dan BLUD W :
kebijakan pemerintah
daerah untuk ' Keter.
pongsiciess SUND das | Biro Perokonomian dan Adm Pembangunan memfasitasi m
BLUD yang lebih baik %gggz;gogg; , H w
2 Meningkatnya Persentase Kebijakan . Kepaa Bagian | ”ﬂco[..!
om 1ol SDA i s i
vnw.nreuwn:_ub daerah Vn:aw.obu: yang g Wt i e Rt .W ggmﬂ)ug e kebsjakan
melalui kebijakan dan  difasilitasi alisasi JUSHNER _. | GBO Ramusan
ey daerah dibidang SDA G ]  kebijakan
P >. Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan :
daerah dibidang SDA _
w | Biro Perokonomian dan Adm Pembangunan memfasiilasi
| proses penyusunan kebijakan daerah di bidang SDA yang
W merupakan amanat Pemeriniah Pusal untuk diindalkdanjuti di

Pengendalian kebyakan bidang
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NO 8asaran / Mastl / IndBiator Kinerja Utama Punjelasan/Alasan/Formulasl Perhitungan Penanggung | Sumber Deta
Kinerjs Utama Jevrab
administrasl pembangunan yaag men)adi Jwnlah Kebljakan Rumusan
pelalcsanaan kebijalan 5 10086 Kebtjakan
pembangunan daerah Jumlah Rwnusan Keb(jaker

Keterangan :

Untuit Kebiiakan dimaksud diantaranya Pergub, Kepgub, Suraf

Gubemur, Pedoman Kena dan Pelsksansan Tugas Pemprov
Papus, Pslunjuk Peleksensan Tugas
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